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ABSTRAK 

Ahmad Ridhani Rizqan, 1610413310004 2023, Kinerja Bagian Hukum dalam 
Pendampingan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 
bimbingan  Andi Tenri Sompa.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran bagian hukum 
dalam pendampingan pembuatan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukis keadaan 
subjek/objek penelitian (seseorang, Lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat 
sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Nawawi (2001:63). Hasil 
penelitian adalah kinerja Bagian Hukum dalam mendampingi pemerintah daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat Peraturan Daerah adalah upaya 
organisasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendidikan dan 
pelatihan, tidak serta merta meningkatkan kinerja pegawai karena permasalahan yang 
terjadi dilapangan sehingga pelaksanaan metode dan materi pendidikan dan pelatihan 
yang diajarkan akan berpengaruh terhadap minat belajar peserta diklat, karena setiap 
orang memiliki kemampuan untuk menyerap materi dan metode belajar yang berbeda-
beda sehingga dapat menimbulkan ketertarikan terhadap program diklat tersebut. 
Faktor Penghambat Kinerja Bagian Hukum dalam mendampingi pemerintah daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat peraturan daerah adalah kurang 
maksimalnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum.  

 
Berdasarkan hasil tersebut maka disarankan hendaknya dapat dijadikan 

pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Bagian Hukum untuk setiap tahunnya 
dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hukum telah 
ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, 
Program dan Kegiatan Bagian Hukum dalam mendukung pencapaian sasaran 
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah RPJMD) Kabupaten Hulu Sungan Selatan. 
 
Kata kunci : Kinerja, Bagian Hukum, Regional Regulations 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Ahmad Ridhani Rizqan, 1610413310004, Performance of the Legal Section in 
Assisting the Making of Regional Regulations of Hulu Sungai Selatan Regency, 
supervised by Andi Tenri Sompa.  
 

This study aims to find out how the role of the legal department is in assisting 
in making regional regulations in Hulu Sungai Selatan Regency. To find out what are 
the factors that hinder the legal department in assisting in making regional regulations 
in Hulu Sungai Selatan Regency. In this study using a descriptive type can be 
interpreted as a problem-solving procedure that is investigated by describing/painting 
the condition of the subject/object of research (a person, community institutions, etc.) 
The result of the research is that the performance of the Legal Department in assisting 
the regional government of Hulu Sungai Selatan Regency to make Regional 
Regulations is an organizational effort to bridge the gap through education and 
training, does not necessarily improve employee performance due to problems that 
occur in the field so that the implementation of education and training methods and 
materials that are being taught will affect the learning interest of the training 
participants, because everyone has the ability to absorb different material and learning 
methods so that it can generate interest in the training program. The inhibiting factor 
for the Legal Department's performance in assisting the regional government of Hulu 
Sungai Selatan Regency in making regional regulations is the insufficient budget for 
carrying out the main tasks and functions of the Legal Department.  

Based on these results, it is suggested that it should be used as a guideline in 
preparing the Legal Work Plan for each year while still referring to the Regional 
Government Work Plan (RKPD). The law has stipulated the formulation of Vision, 
Mission, Goals and Targets, Strategies, Policies, Programs and Activities of the Legal 
Department in supporting the achievement of regional development targets that have 
been set out in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) document for 
South Hulu Sungan Regency. 
 
Keywords: Performance, Legal Division, of Regional Regulations  
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